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MOTTO

Seterang apapun lampu bersinar, tak akan lebih terang dari hati manusia

yang beriman dan bertagwa.
Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada
Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui.

( Terjemahan QS : Al A'’raf : 200)
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1.1. Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-
menerus  dan  berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan
kegiatan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan
pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara
dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari
luar negeri berupa pinjaman dan penerimaan dalam negeri berupa migas dan non
migas. Mengingat sumber dana dari migas yang kurang stabil karena dipengaruhi
oleh harga pasar, maka pemerintah menegakkan kemandirian pembiayaan
pembangunan melalui penerimaan di luar migas, terutama di sektor pajak.

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah mengubah sistem
perpajakan dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment.
Sistem Self Assessment memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada
wajib pajak yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak
yang terutang sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga mempermudah
aparat perpajakan dalam mengadministrasikan bukti-bukti pembayaran dan
memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Kantor pelayanan pajak dibawah naungan Departemen Keuangan
merupakan salah satu instansi yang ditunjuk pemerintah untuk mengolah dan
menerima sumber dana dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan dalam
negeri yang stabil dan berpotensi unutk membiayai pembangunan, maka untuk
usaha peningakatannya diperlukan sistem pembayaran yang baik.

Tata cara pembayaran pajak penghasilan untuk wajib pajak badan hampir
sama dengan pembayaran wajib pajak perseorangan, hanya cara perhitungannya
berbeda. Pada dasarnya sistem pembayaran pajak dapat dilaksanakan pada jangka
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waktu sat | tahun| takwinm yaitu) jangka rwakto rdimiulaic 1 |Januad sampai 31
Desember. Selain satu tahun takwin pajak juga dapat dibayarkan dalam masa 1
bulan takwin (masa pajak/setiap bulan). Sistem pembayaran yang dibayarkan
setiap masa pajak digunakan untuk mempermudah aparat perpajakan dalam
mengadministrasikan bukti-bukti pembayaran. Administrasi sangat penting bagi
perusahaan karena dapat menunjang kelancaran proses produksi. Dengan adanya
perkembangan teknologi dan semakin meluasnya spesialisasi perusahaan, maka
bidang administrasi sangat penting dalam mengelola kegiatan perusahaan. Apabila
administrasi dilaksanakan dengan baik maka kegiatan operasional akan menjadi
lancar.

Dengan cara pembayaran yang hampir sama dan penting administrasi
pembayara pajak penghasilan bagi masyarakat sesuai uraian diatas maka laporan
Praktek Kerja Nyata ini berjudul “ Pelaksanaan Admistrasi Pembayaran Masa
Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak “ perlu ditelaah.

1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata
a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung sistem administrasi
pembayaran masa pajak pengahasilan Badan yang diterapkan pada
kantor Pelayanan Pajak Jember.
b. Untuk memperoleh pengalaman praktis, khususnya mengenai sistem

administrasi pembayaran pajak untuk wajib pajak Badan

1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata
a. Untuk menambah wawasan dan pengalaman dilapangan tentang sistem
administrasi pembayaran masa pajak penghasilan Badan pada kantor
Pelayanan Pajak Jember.
b. Sebagai studi perbandingan antara pelaksanaan dan teori yang telah
dipelajari dibangku kuliah.
¢. Menambah kemampuan beradaptasi dengan leingkungan kerja.
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1.3 Obyek dan Jangka Wakitu Pelaksanaan Prakiek Kerja Nyata
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata
Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di kantor Pelayanan Pajak jalan KH.
Wahid Hasyim No.l Jember, dengan obyek materi Pelaksanaan
Administrasi Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan pada Kantor
Pelayanan Pajak.

1.3.2. Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Jember
terhitung sejak tanggal 4 sampai 28 Februari 2002 dan sesuai jam kerja
yang berlaku di kantor Pelayanan Pajak, yaitu :
- Jam kerja Senin — Jum.at :07.30-17.00
- Jam Istirahat : 12.00 — 13.00
- Sabtu - libur
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1.4 Jadwal Praktek Kerja Nyata :

No.

Kegiatan

MINGGU KE

11|

ME | IV

Orientasi dan pengenalan lingkungan
kerja, serta minta penjelasan pada
bagian MSDM tentang kegiatan
operasional di Kantor Pelayanan
Pajak.

Mengenal objek PKN dengan

2 | mengadakan observasi ke seluruh
bagian kantor.
Pemantapan serta penerapan teori
3 | secara relevan pada kantor pelayanan
Pajak Jember.
Mencatat data yang peting di
4 | pergunakan sebagai bagian bahan
penulisan laporan PKN.
Mengadakan  konsultasi  secara
5 | piriodik dalam penyusunan laporan
PKN
6 | Menyusun laporan akhir PKN
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2.1 Pengertian Administrasi
Menurut silalahi (1994:4) administrasi dapat didefinisikan menjadi dua,
yaitu :
Administrasi dalam arti sempit : merupakan penyusunan, pencatatan data
informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan serta mempermudah
memperoleh keterangan dalam hubungan satu sama lainnya.
Administrasi dalam arti luas : merupakan kegiatan yang dilakukan dua orang
/ lebih yang terlibat kerjasama berdasarkan pembagian stuktur dengan
mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Dari definisi atas administrasi merupakan suatu kegiatan dalam organisasi
sesuai tingkat wewenang dan perlunya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan

tertentu.

2.2 Tujuan Administrasi
Tujuan administrasi ( Adhi Kusuma, 1984;28) adalah sebagai berikut :

1. Memberi ikhtisar-ikhtisar informasi yang dianalisa mengenai aktivitas-
aktivitas operasional perusahaan.

2. Memberi informasi secara terperinci mengenai orang-orang atau obyek
operasi persctujuan untuk melaksanakan keputusan-keputusan, peraturan-
peraturan dan perjanjian-perjanjian.

3. Mencatat pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan

4. Mengatur komunikasi antara perusahaan dan para konsumen

5. Menyampaikan perhitungan pertanggung jawaban dan pelaksanaan hasil

perusahaan
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2.3 Pengertian Pelayanan.

Saat ini banyak perusahaan terutama perusahaan jasa yang menyatakan

bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memuaskan pelanggan. Situasi ini

tidak hanya terjadi disektor swasta, tetapi juga melanda perusahaan atau instansi

pemerintah, kini semakin disadari bahwa pelayanan yang akan menentukan

kepuasan pelanggan. Pelayanan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan

dalam bisnis dan memenangkan persaingan. Dengan penjelasan diatas maka

dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian dari pelayanan secara umum adalah

. kegiatan-kegiatan, keuntungan-keuntungan, dan kepuasan-kepuasan yang
ditawarkan untuk dijual (Moekijat 1991;78).

Sedangkan menurut Mounir (1992;50) pelayanan dibedakan menjadi :

|

Pelayanan kedalam yaitu pelayanan yan sifatnya menunjang
pelayanan kegiatan pemenuhan kebutuhan organisasi dibidang
produksi, pengadaan, penyimpangan, pemeliharaan, pembinaan
tenaga kerja, data dan informasi, komunikasi, pembinaan sistem
prosedur dan metode serta ketujuan pada umumnya.

Pelayanan keluar yaitu pelayanan kepada orang, sekelompok orang

atau instansi yang berkepentingan.

Dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat sulit menentukan cara

pelayanan yang tepat untuk dapat memuaskan para pelangggan. Oleh karena itu

berdasarkan observasi yang dilakukan Heskett Saser Hart mengemukakan beberapa

hal yang diterapkan dan diperhatikan untuk menangani masalah pelayanan yaitu :

&

Melakukan aktivitas rekrutmen, penempatan, pelatihan dan promosi
yang mengarahkan pada keunggulan dan penyempurnaan proses.
Secara aktiv mengumpulkan atau menampung keluhan pelanggan
yang dipandang sebagai peluang pemasaran dan penyempurnaan
proses.

Mengukur bilangan primer dan skunder dari pelanggan yang tidak
puas kemudian melakukan penyesuaian investasi terhadap tingkat

biaya tersebut.
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1. Melakukan aktivitas rekrutmen, penempatan, pelatihan dan promosi
yang mengarahkan pada keunggulan dan penyempurnaan proses.

2. Secara aktiv mengumpulkan atau menampung keluhan pelanggan
yang dipandang sebagai peluang pemasaran dan penyempurnaan
proses.

3. Mengukur bilangan primer dan skunder dari pelanggan yang tidak
puas kemudian melakukan penyesuaian investasi terhadap tingkat
biaya tersebut.

4. Memberdayakan karyawan lini depan untuk mengambil tindakan
tepat dalam rangka pemberian pelayanan pada pelanggan.

5. Mengembangkan jalur komunikasi singkat antara pelanggan atau
manager.

6. Memberikan penghargaan terhadap setiap karyawan yang menerima
dan memecahkan masalah keluhan pelanggan serta memperbaiki
sumber-sumber masalahnya.

7. Memasuki keunggulan pelayanan sebagai bagian dari strategi bisnis
perusahaa.

8. Komitmen managemen puncak terhadap dua hal utama yaitu :
melakukan segala sesuatu secara benar sejak awal dan

mengembangkan program pelayanan yang efektif,

2.4 Pengertian Pajak

Pajak Menurut Mardiasmo (1997;1), merupakan iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat timbal balik (kontra prestasi) yang secara langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayaf pengeluaran umum. Dari definisi

diatas pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
a. luran kepada negara, yang berhﬁk memungat pajak adalah negara

berupa uang (bukan barang). '

b. Berdasarkan Undang-undang.
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d. Digunakan untuk memenuhi, membiayai rumah tangga negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Menurut Mardismo (1997;2) fungsi pajak ada dua antara lain :
1. Fungsi budgeter, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
mebiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan

ekonomi.

2.5 Hukum Pajak
2.5.1 Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang meliputi
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan
kembali kepada rakyat dengan melalui kas negara (Rochmat Sumitro, 1980:29).
Definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Pajak adalah suatu kumpulan
peraturan-peraturan untuk memungut pajak dari rakyat sebagai sumber rakyat.
Dengan kata lain bahwa, Hukum Pajak adalah hukum yang menerangkan atau
mengatur siapa-siapa Wajib Pajak, kewajiban-kewajiban rakyat terhadap pemerintah,
obyek-obyek apa yang dikenakan pajak, timbulnya dan hapusnya hutang pajak, cara
menagih dan mengajukan keberatan.

2.5.2 Tujuan Hukum Pajak
1.Mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan
rakyatnya sebagai Wajib Pajak.
2. Membuat adanya keadilan dalam pemungutan pajak dengan mengusahakan

agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata.
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2.5.3. Macam — Macam Hukum Pajak
Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. Hukum Pajak Material
Hukum pajak material menurut norma-norma atau peraturan-peraturan
yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa
hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan
pajak, berapa besarnya pajak.
b. Hukum Pajak Formil
Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara
untuk menjelaskan hukum pajak materiil menjadi suatu kenyataan
mengenai penetapan suatu hutang pajak.
Tujuan hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam soal pungutan
pajak. Dalam mencari salah satu jalan yang harus ditempuh adalah mengusahakan

agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata.

2.6 Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat

Yuridis).
¢. Tidak mengganggu kepentingan umum.
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil).

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.7 Pengertian Penghasilan
Penghasilan merupakan salah satu objek pajak. Menurut Mardiasmo

(1991:1), penghasilan merupakan tambahan setiap kemampuan ekonomis yang
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- Penghasilan lain (keuntungan karena pembebesan utang, selisih mata
uang asing, penilaian kembali aktiva, premi, asuransi, dan hadiah).

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang termasuk Subjek Pajak sebagai
berikut :

a. Orang pribadi / warisan yang belum terbagi.

b. Badan adalah suatu badan usah yang meliputi Perseroan Terbatas, CV,
BUMN / BUND, firma, koperasi, perkumpulan atau organisasi yang
sejenis, bentuk badan usaha lain.

¢. BUT,

2.8 Jenis Pajak Penghasilan
Menurut Budiono (1997 ; 46) ada 8 jenis pajak antara lain :

a. Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21 dipﬁngut atas
pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja, berupa gaji, honorarium, tatiem,
bonus dan lain sebagainya.

b. Pajak penghasilan bendaharawan (disebut PPh 21 bendaharawan) atas pembayaran

yang dilakukan bendaharawan atas tagihan rekanan.

c. Pajak penghasilan pasal 22 Impor (PPh 22 Impor) atau kegiatan usaha lainnya.

d. Penghasilan pasal 23 atas pembayaran deviden bunga termasuk permi, diskonto
dan imbalan sehubungan dengan jaminan utang serta royalty termasuk hadiah
penghargaan yang tidak dipotong PPh 21.

¢. Pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan dari sewa penghasilan lain yang
schubungan penggunaan harta serta imbalan jasa teknik, jasa kontraktor, jasa
konsultan dan jasa lainnya yang tidak dipungut PPh 21.

f. Penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri atas penghasilan luar negeri
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (disebut PPh 23).

g Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang dikenal dengan
Penghasilan 25 (PPh 25). Pembayarannya dilakukan setiap bulan merata.
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e. Pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan dari sewa penghasilan lain yang
sehubungan penggunaan harta serta imbalan jasa teknik, jasa kontraktor, jasa
konsultan dan jasa lainnya yang tidak dipungut PPh 21.

f. Penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri atas penghasilan luar negeri
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (disebut PPh 23).

g Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang dikenal dengan
Penghasilan 25 (PPh 25). Pembayarannya dilakukan setiap bulan merata.

h. Penghasilan fisikal luar negeri bagi orang pribadi yang ditolak keluar sepanjang

tidak dibebankan kepada perusahaan atau tanggungjawab negara.

2.9 Tempat Pembayaran pajak

Pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan pada Bank-bank yang
ditunjuk oleh Derektorat Jendral Pajak atau pada Kantor Pos dan Giro dengan
membawa surat setoran pajak (SSP). SSP merupakan surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terhutang.

2.10 Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan adalah tarif progresif, yang diatur dalam pasal
17 Undang-undang 10 tahun 1994. Tarip progesif merupakan tarif dikenakan akan
semakin meningkat sejalan dengan peningkatan penerimaan orang pribadi atau
badan. Susunan tarif progresif sebagai berikut :

Lapisan Pajak Penghasilan Kena Pajak Tarif

- Sampai dengan Rp 25.000.000 10%

- Diatas Rp 25.000.000 — Rp 50.000.000 15%

- Diatas Rp 50.000.000 30%


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

2.11 Batasan Pembayaran Pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak untuk PPh pasal 21, 23 dan
26, tanggal, bulan takwin berikutnya (setelah bulan saat pajak terhutang) dan batas
waktu PPh 25 tanggal 15 bulan takwin.

Penyampaian / pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang
oleh Wajib Pajak untuk PPh pasal 21, 23, 25, dan 26 batas penyampaiannya tanggal
20 bulan takwin.

2.12 Sangsi Pajak Yang Dikenakan

Sangsi pajak merupakan jaminan berdasarkan ketentuan-ketentuan
Peraturan Perpajakn (norma perpajakan) dan dituruti / ditaati / dipatuhi. Biasanya
sangsi perpajakan juga digunakan sebagai alat pencegahan (preventif) agar Wajib
Pajak tidak melanggar norma perhitungan. Bagi Wajib Pajak yang terlambat
membayar atau terlambat / tidak lapor akan dikenakan sangsi administrasi. Sangsi
administrasi ini ada tiga, yaitu:
- sangsi denda 2% per bulan
- sangsi bunga Rp 25.000 atau Rp 50.000
- Kenaikan 50% dan 100%.

2.13 Cara Perhitungan dan Pelunasan Pajak

Menurut Mardiasmo (1997:63) penghasilan kena pajak umumnya
diperhitungkan selama tahun pajak (berdasarkan tahun takwin. Apabila Wajib Pajak
memperoleh penghasilan kerang dari 12 bulan, maka untuk menghitung pajak pada
umumnya berdasarkan pada tahun takwin (disetahunkan).
Pada dasarnya Wajib Pajak dapat dihitung dan melunasi Pajak Penghasilan melalui
dua cara :

1. Pelunasan pajak tahun berjalan yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak.
- Pembayaran sendri oleh Wajib Pajak (pasal 25) untuk setiap Wajib Pajak
yaitu sebesar selisih antara penghasilan terutang tahun pajak yang
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dikurangi dengan pemotongan atau pemungutan pajak dibagi dengan
banyaknya masa pajak dalam satu tahun pajak.

- Pembayaran melalui orang atau badan swasta maupun pemerintah berupa
kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak yang
terhutang selama tahun pajak, yaitu :

a. Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau
kegiatan (PPh Pasal 21).

b. Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan dibidang import
atau kegiatan usaha dibidang lain dan pembayaran atas
penyerahan barang pada badan pemerintah.

c. Potongan PPh atas penghasilan dari modal atau pengurangan
lain, hadiah, dan penghargaan.

d. Pemungutan PPh atas penghasilan luar negeri.

Potongan PPh atas penghasilan yang tidak bersifat final.
2. Pelunasan Pajak Sesudah Akhir Tahun

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara :

a. Membayar pajak yang kurang setor dengan cara menghitung

sendiri jumlah kredit pajak tahun bersangkutan.

b. Membayar pajak yang kurang setor berdasarkan surat ketetapan

pajak yang ditetapkan Direktur Jendral Perpajakan.

2.14 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak
Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu :
1. Menggunakan Pembukuan
Penghasilan kena pajak dipakai sebagai dasar pengenaan tarif PPh untuk
Wajib Pajak Badan besar PKP sama dengan penghasilan netto (laba usaha)
yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang dikenakan oleh
Undang-undang Pajak Penghasilan, sedang Wajib Pajak orang pribadi
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Penghasilan Netto dikurangi dengan PTKP / biaya yang dapat dikurangi

penghasilan bruto antara lain :

Biaya untuk mendapatkan penagihan dan pemeliharaan
penghasilan

Penysutan atas pengeluaran untuk memperoleh barang
luran kepada dana pensiun

Kerugian karena penjualan pengalihan harta yang
dimiliki dan digunakan oleh perusahaan

Kerugian selisih kerugian kurs mata uang

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan

Bea siswa, magang, dan penelitian

SHU koperasi dan kompensasi kerugian tahun-tahun
sebelumnya dalam 5 tahun.

2. Menggunakan Norma Perhitungan

Besarnya penghasilan netto sama dengan besarnya (persentase) norma
penghitungan penghasilan netto dikalikan jumlah peredaran atau omset usaha
penerimaan bruto penghasilan bebas selama setahun Wajib Pajak yang boleh

menggunakan norma perhitungan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang

memenuhi syarat sebagai berikut :

Peredaran bruto max Rp 600.000.000,- per tahun.
Memasukkan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan
pertama dari tahun buku.

Menyelenggarakan pencatatan.
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KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER\

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pajak

Finasial Inspeksi Kontur (istilah Belanda yang berarti : kantor Inspeksi Pajak)
sebenarnya sudah sejak jaman penjajahan Belanda dan Jepang yang dikelola serta
dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah. Setelah merdeka secara finansial Inspeksi
Kontur berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak.

Pada bulan Maret tahun 1972, Kantor Inspeksi Pajak Bondowoso dipindah ke
Kabupatan Jember dengan nama Kantor Inspeksi Pajak Jember yang membawahi :

- Kantor Dinas Luar Tingkat | Jember,

- Kantor Dinas Luar Tingkat 11 Jember

- Kantor Dinas Luar Tingkat Il Bondowoso,

- Kantor Dinas Luar Tingkat II Situbondo, dan

- Kantor Dinas Luar Banyuwangi.

Pada tahun 1997, Kantor Inspeksi Pajak Jember menambah kantor Dinas Luar
Tingkat I Banyuwangi yang membawabhi :

-Kantor Dinas Luar Tingkat I Banyuwangi,

-Kantor Dinas Luar Tingkat II Genteng, dan

-Kantor Dinas Luar Tingkat 1I Situbondo.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No : 276/KMK.01/1989
Tertanggal 25 Maret 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor
Pelayanan Pajak (KPP). Untuk Kantor Pelayanan Pajak dipecah menjadi dua yaitu,
Kantor Pelayanan Pajak Jember yang melayani wilayah Kabupaten Jember dan
Bondowoso sedang Kantor Pelayanan Banyuwangi melayani wilayah Kabupaten
Banyuwangi dan Situbondo.

Pada tanggal 21 Mei 1992 Kantor Pelayanan Pajak berstatus KPP bertipe B
yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.01/1994.
Kemudian berubah menjadi KPP bertipe A sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia yang terhitung mulai tanggal 29 Maret 1994 dengan No.
94/KMK.01/1994.

15
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Kantor Pelayanan Pajak mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Kepala
Kantor Pelayanan Pajak dengan 8 seksi, 1 kepala sub Tata Usaha dan 2 Kepala Kantor
Penyuluhan Pajak (KAPENPA). Kedelapan seksi-seksi tersebut adalah:

- Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI),

- Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP),

- Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP),

- Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan),

- Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh,

- Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung Lainnya (PPN dan PTLL),
- Seksi Penagihan dan,

- Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Serta dua Kantor Penyuluhan Pajak terdiri dari:

- Kantor Penyuluhan Pajak Jember,

- Kantor Penyuluhan Pajak Bondowoso.

3.2 Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kerja di Kantor Pelayanan Pajak
Jember
3.2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Jember

Kantor Pelayanan Pajak Jember merupakan KPP bertipe A dengan struktur
organisasi yang dipimpin oleh scorang Kepala KPP yang membawahi serta
mengkoordinasi kerja dan tugas dari 8 Kepala Seksi beserta staff / personalia

dibawahnya dan 2 Kantor Penyuluhan Pajak di Jember dan Bondowoso.

3.2.2 Tata Laksana Kerja di Kantor Pelayanan Jember

Dalam pelakasanan kerja di Kantor Pelayanan Pajak Jember dilaksanakan atas
panduan dari Buku Pedoman Kerja setiap Seksi dan Sub Seksi Tata Usaha dengan
bantuan oleh staff / petugas dibawahnya. Berikut uraian singkat tentang tata laksana
kerja dan diskripsi pekerjaan setiap seksi dan Sub Bagian Tata Usaha di Kantor
Pelayanan Pajak Jember
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a. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata usaha bertanggungjawab langsung kepada kepala KPP dan
mengkoordinasi kerja dan tugas Kepala Urusan :
- Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, bertugas melakukan urusan Tata Usaha,
Kepegwaian dan laporan.
- Urusan Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan yang meliputi masalah
penggolahan penggajian pegawai.
- Urusan Rumah Tangga, bertugas mengurusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah

tangga dalam pengadaan barang. pemeliharaan taman, gudang dan keamanan.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Kepala seksi pengolahan Data dan Informasi bertanggungjawab langsung
kepada Kepala KPP dan mengkoordinasi kerja dan tugas Kepala Sub Seksi :

- Sub seksi Pengolahan Data Masukan dan Keluaran, bertugas melakukan
penatausahaan data masukan dan data keluaran perpajakan, respone, editing,
transkrip, serta mengadakan perbaikan hasil rekaman data perpajakan berdasarkan
ketentuan yang berlaku dalam rangka penyajian informasi perpajakan yang akurat.

- Sub seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi bertugas : mengolah data
perpajakan dengan cara merekam ke data disket atau sarana lain guna menyajikan
informasi perpajakan.

- Sub seksi Penggalian Potensi Pajak da Ekstensifikasi Wajib Pajak bertugas :
menyimpan dan melayani peminjaman data Wajib Pajak serta pencarian data,
menyajikan data potensi eksistensifikasi Wajib Pajak dan menyusun monografi
pajak.

c. Seksi Tata Usaha Perpajakan
Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan bertanggungjawab langsung dengan

Kepala KPP dan dibantu oleh Kepala Sub seksi :

- Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak, bertugas melayani pendaftaran Wajib pajak
dalam membuat NPWP dan mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak dengan
NPPKP.

- Sub Seksi Surat Pemberitahuan/SPT, bertugas menerima dan mengecek PT Masa
dan SPT Tahunan.

- Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.
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d. Seksi PPh Orang Pribadi
Kepala Seksi PPh Orang Pribadi bertanggungjawab langsung kepada kepala

KPP dan mengkoordinasi kerja dan tugas Kepala Sub Seksi :

- Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh OP, bertugas melakukan urusan
penatausahaan dan pengecekan SPT serta memantau, menyusun efektifitas
pembayaran masa PPh OP.

- Sub Seksi Verifikasi PPh OP bertugas : dalam pelaksanaan verifikasi atas SPT Masa
dan Tahunan, WP yang tidak terdaftar, WP yang tidak memasukkan SPT, WP non
efektif, WP yang mengajukan permohonan pengambilan PPh OP yang seharusnya
tidak terhutang.

e. Seksi PPh Badan
Kepala Seksi PPh Badan bertanggungjawab langsung kepada kepala KPP dan
mengkoordinasi kerja dan tugas kepala sub seksi:

- Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan Bertugas memantau,
menatausahakan, pembayaran masa, penerimaan, perekaman pengecekan dan
penatausahaan SPT Masa PPh Masa PPh Badan.

- Sub Seksi Verifikasi PPh Badan bertugas : dalam pelaksanaan verifikasi atas SPT
Masa dan Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak
yang tidak memasukkan SPT.

f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPH
Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasila bertanggungjawab
langsung kepada KPP dan bertugas mengkoordinasi tugas-tugas Kepala Sub Seksi:

- Sub Seksi PPM Pemotongan dan Pemungutan PPh bertugas memantau,
penatausahaan pembayaran masa, penelaah dan penyasunan laporan efektifitas
pembayaran masa, penerimaan, pengecekan dan perekaman SPT PPh karyawan,
Rekanan, Sewa, Bunga, Deviden dan Royalty.

- Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan bertugas melakukan verifikasi
atas SPT Masa dan Tahunan PPh karyawan, rekanan, sewa bunga, deviden, royalty,
WP pajak yang tidak terdaftar dan tidak menyampaikan SPT.
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g. Seksi PPN dan PTLL
Kepala Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung lainnya bertanggungjawab
langsung kepada Kepala KPP dan mengkoordinasi kerja dan tugas Kepala Sub Seksi:

- Sub Seksi PPN Industri bertugas menerima, mengecek, merekam dan
menatausahakan SPT Masa PPN Industri, memantau dan menatausahakan
pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan
kepatuhan SPT Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sector Industri.

- Sub Seksi PPn Perdagangan bertugas menerima, mengecek, merckam dan
menatausahakan SPT Masa PPN Perdagangan, memantau dan menatausahakan
pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan
kepatuhan SPT Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor
Perdagangan.

- Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL bertugas menerima, mengecek, merekam, dan
menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan
PKP dan kepatuhan SPT Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor
Jasa dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

- Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL, bertugas dalam pelaksanaan verifikasi atas
SPT PPN, PPn BM, PPNTLL, Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan PKP
yang tidak memasukkan SPT.

h. Seksi Penagihan
Kepala Seksi Penagihan bertanggungjawab langsung kepada Kepala KPP
dan mempunyai tugas mengkoordinasi tugas dan kerja Kepala Sub Seksi:

- Sub Seksi Penagihan bertugas: dalam pelaksanaan penagihan, menyiapkan laporan
dibidang penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertibnya
administrasi penagihan pajak.

- Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak bertugas: mengolah, menatausahakan piutang
pajak / tunggakan pajak, pembuatan nota perhitungan STP bunga penagihan,
pemberian angsuran / penundaan pembayaran piutang pajak dan penghapusan

piutang pajak guna menertibkan administrasi.

i. Seksi Penerimaan dan Keberatan
Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala KPP dan bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Sub Seksi;
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- Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi bertugas: menatausahakan,
menyusun penerimaan pajak, pembukuan restitusi, membuat register Pbk, mengolah
dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak, serta mempersiapkan SK
Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak.

- Sub Seksi Rekonsiliasi bertugas melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak
pengolahan dan penyaluran SPP, serta Surat Perhitungan Pajak.

- Sub Seksi Keberatan PPh dan PTLL bertugas dalam penyelesaian keberatan /
perselisihan PPN dan Pajak Penjualan arus Barang Mewah serta PTLL.

j- Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa)

Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Penyuluhan
Pajak dan bertugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan konsultasi dibidang
perpajakan kepada masyarakat atau lebih khususnys kepada Wajib Pajak.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 94/KMK.01/94 tentang perubahan tipe
dari Kantor Pelayanan Pajak Jember yang mempengaruhi tata laksana kerja para staff
/ pegawai, sehingga struktur organisasi KPP akan tampak sebagai berikut :
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3.3 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak

Sesuai dengan namanya Kantor Pelayanan Pajak merupakan instansi yang
ditunjuk pemerintah untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat atau
Wajib Pajak, pelayanan tersebut meliputi pelayanan atas penggalian potensi pajak
dengan penyuluhan perpajakan, pelayanan NPWP dan NPPKP, pelayanan penerimaan
pajak, restitusi pajak, pelayanan atas keberatan dan pelayanan atas angsuran dan
penundaan pajak.

3.4 Uraian Jabatan dan Diskripsi Pekerjaan Sub Seksi Pengawasan
Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan
3.4.1 Uraian Jabatan Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak
Penghasilan Badan
Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan yang bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya Sub
seksi dibantu oleh para staff / petugas antara lain :
a. Petugas Penerimaan SPT Masa bertugas :
Menerima tanda terima pada SPT Masa yang dilaporkan untuk mengetahui
ketetapan waktu pelaporan dan penatausahaan.
b. Petugas Buku Register Penerimaan SPT Masa PPh Badan bertugas:
Menerima, menyortir dan membukakan SPT Masa dalam buku register penerimaan
SPT Masa PPh Badan dalam rangka pengawasan pembayaran PPh.
¢. Petugas Buku Tabelaris PPh Badan bertugas :
Membukukan pembayaran masa / SPT Masa PPh Badan pada buku tabelaris dalam
rangka penatausahaan atau pemantauan pembayaran Masa / SPT Masa PPh Badan.
Membuat uraian penelitian pembayaran masa / SPT Masa PPh Badan, penelitian
pembebasan / pengurangan angsuran PPh pasal 25.
d. Petugas perekaman SPT Masa PPh pasal 25 Badan dalam NPCS (Net Play Control
System).
e. Menerima, menyotir, melakukan coding, editing, bactching, dan rekaman Masa PPh
pasal 25 Badan WP baru yang memperoleh penghasilan tidak teraturBUMN /
BUMD dan LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) dalam melaksanakan NPCS.
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f. Petugas Buku Register Penerimaan dan Rektur / Pembetulan SSP pasal 25 bertugas:
menerima, menatausahakan, dan menyalurkan SSP lembar ke 2 dan bukti
pemindahbukuan dalam pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan.

g. Petugas Berkas Tahun Berjalan Pajak Penghasilan Badan bertugas :
Mempersiapkan berkas tahun berjalan, menerima SSP lembar 2 dan 3, surat-surat /
dokumen WP untuk digabung dan disimpan dalam berkas tahun berjalan.

3.4.2 Diskripsi Pekerjaan Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak
Penghasilan Badan
Diskripsi atau kegiatan yang dilakukan oleh Sub Seksi Pengawasan

Pembayaran Masa Pajak Penghasilan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja, memantau, pelaporan pembayaran Masa PPh Badan
dengan cara menerima, mengecek, menatausahakan SPT Masa PPh Badan Surat
Setoran Pajak lembar 2.

b. Pengawasan WP Besar, WP ex PMDN (Penerimaan Dalam Negeri) dan WP yang

dikecualikan (Eksemsi).

c. Perekaman SPT Masa dalam rangka pelaksanaan NPCS.

d. Untuk mengetahui efektifitas kepatuhan Pembayaran Masa PPh Badan.

e. Meneliti SPT Masa PPh pasal 25 Badan dan membuat daftar WP yang akan

diterbitkan STP.

f. Penerbitan Surat Ketetapan Permohonan Pembebasan / Pengurangan angsuran PPh

25 Badan dan pembesan / pemotongan / pemungutan PPh pasal 22 dan 23.
g. Pemberian Legalisasi SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh pasal Impor serta

mengamankan penerimaan.
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BAB 1V
HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Jember. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan terjun
secara langsung pada aktivitas / kegiatan sehari-hari seperti yang dilakukan pegawai
atau staff KPP Jember.

4.1 Pelaksanaan Administrasi pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan
Pelaksanaan administras; pembayaran pajak penghasilan yang dilaksanakan

pembayaran pajak kepada negara.

Sistem  administrasi pembayaran merupakan rangkaian kegiatan dari
pembayaran dan pelaporan sampai pencatatan lembar ke dug pada Seksi Badan.
Untuk mengetahui aliran dokumen untuk sistem pembayaran dapat dilihat melalui
flow chat gambar 2 -
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Keterangan fungsi atau bagian yang ada pada system pembayaran masa
pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Jember.

- Wajib pajak, dalam sistem administrasi pembayaran masa pajak penghasilan adalah
berkewajiban melaksanakan pembayaran pajak yang dikenakan dengan membawa
SSP dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak untuk setiap bulannya guna
mempermudah pengadministrasian pajak.

- Bank / Kantor Pelayanan Pajak, dalam sistem ini berfungsi sebagai penerima,
mencatat dan mentera SSP lembar 2 sebagai penerimaan kas negara.

- Seksi PENKEB, bertanggungjawab menerima SSP dari KPKN, membuat surat
pengantar segi (SPS) dan pemindahbukuan (Pbk) untuk lembar ke 2.

- Seksi Badan, bertanggungjawab menerima, menyotir, memberi tanggal, cap dan
memaraf SSP lembar ke 1 dan ke 3, memberi lembar bukti pelaporan untuk
melampirkan lembar ke 1 yang diberikan ke WP serta membuat pengawasan arus
dokumen untuk lampiran lembar ke 3 dan mencatat pada buku register dan buku
tabelaris. Sedang untuk SSP, SPS dan Pbk dari seksi PENKEB diterima, kemudian
disotir dan mencatat SSPdan SPS dalam buku register retut / pembetulan SSP PPh
Badan.

- Seksi TUP, dalam sistem administrasi pembayaran masa pajak penghasilan

bertanggungjawab menerima dan menataberkaskan SSP.

4.2 Prosedur-Prosedur Yang Ada Pada Kantor Pelayanan Pajak
Dibawah ini dijelaskan prosedur-prosedur yang ada pada Kantor Pelayanan
Pajak yang berkaitan dalam administrasi Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan.
4.2.1 Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak penghasilan Badan
Adapun prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak Jember sebagai berikut :
- WP mengisi SPT Masa yang berupa SSP (kp.pdip.5.1) untuk PPh Badan terdiri dari
5 lembar yang terdiri dari :
Lembar pertama, untuk diberikan WP
Lembar kedua, untuk KPP melalui Kantor Pembendaharaan dan kas Negara
berfungsi sebagai bukti atau segi pembayaran yang diterima dengan mesin
register (MCR) KPKN.
Lembar ketiga, untuk KPP yang dilaporkan sebagai SPT Masa pasal 25.
Lembar keempat, untuk arsip Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
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- Setelah WP mengisi SPT Masa (SSP) dapat melakukan pembayaran pada Bank-
Bank yang ditujuk pemerintah (Bank Persepsi) atau di Kantor Pos dan Giro.

- Kemudian WP diwajibkan untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dibayar
ke TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) pada Kantor Pelayanan Pajak dengan
membawa SPT Masa (SSP) lembar 1 dan lembar 3.

- Di TPT SPT Masa diterima oleh petugas penerima SPT Masa PPH Badan untuk
dicek dan disortir kelengkapannya. SSP lembar ke 3 yang dilampiri lembar 1
dibubuhi tanggal terima, cap KPP dan memarafnya.

- Untuk lembar ke 3 diberi lembar pengawasan arus dokumen (KP.PDIP.3.16-96)
yang diberikan pada petugas buku register penerimaan PPh Badan sedangkan
lembar ke 1 diberikan pada WP yang diberi potongan lembar pengawasan arus
dokumen sebagai bukti tanda terima.

- SPT yang diterima petugas buku register penerimaan PPh Badan Disotir dan dicatat
menurut tanggal terima, urutan perbatch pada buku register penerimaan (KP.PPH
13.A) serta merinci jumlah WP yang lapor dengan menyetor dan melaporkan
penyetoran nihil.

- Dari petugas register diteruskan ke petugas tabelaris SPT Masa PPH Badan, SPT
Masa yang telah dibukukan dalam buku register disortir kembali oleh petugas
tebelaris menurut WP Besar pasal 25 yang diawasi Badan,WP eksemsi (WP
pengecualian) PPh pasal 25 dan WP Badan lainnya menurut NPWP-nya.

- Setelah disortir SPT Masa (SSP) dicatat dalam tabelaris dengan mencatat tanggal
pembayaran / tanggal pelaporan dan jumlah rupiah yang dibayar pada baris dan
kolom yang sesuai (dengan alat tulis yang mudah dihapus).

- Selanjutnya SPT Masa (SSP) dan lembar pengawasan diberikan pada petugas berkas
tahun berjalan untuk digabungkan dengan dokumen lain dan dimasukkan dalam
map yang kemudian disimpan.

Berdasarkan uraian prosedur pembayaran dan pelaporan diatas akan tampak

bagan sebagai berikut :
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Gambar 3. Adapun Bagan Prosedur Pembayaran PPh Badan sebagai berikut:

BANK (—»{ WAJIBPAJAK |—» PETUGAS PENERIMAAN SPT (SSP)
i PPh BADAN

v

PETUGAS REGITER PENERIMAAN
SPT ( SSP ) PPh BADAN

v

PETUGAS BUKU TABELARIS

Keterangan :
arus dokumen : —»
arus dokumen kembali ;: - >

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

4.2.2 Prosedur Pencatatan SSP Lembar Kedua

- SSP lembar kedua dari WP yang diserahkan melalui KPKN akan dicatat sebagai
penerimaan kas negara.

- Dari KPKN SPT / SSP lembar kedua akan diteruskan ka seksi penerimaan dan
keberatan (PENKEB) untuk dihitung dan dikelompokkan perbatch dan dibuat surat-
surat segi beserta surat hariannya, setelah itu diberikan ke petugas register
penerimaan dan retur / pembetulan SPS (Surat Pengantar Segi).

- Petugas register dan retur pembetulan SSP PPh pasal 25 Badan menerima SSP dan
bukti pemindahbukuan (Pbk) yang dikirim dengan SPS agar dapat ditatausahakan
dalam rangka pengawasan.

- Untuk SSP lembar ke 2 dan pemindahbukuan ditatausahakan dalam buku register
yang sebelumnya disortir terlebih dahulu dan diteruskan ke petugas tabelaris,
sedang untuk SPS dikembalikkan ke seksi Penerimaan dan Keberatan (PENKEB)
sebagai tanda terima dan memaraf buku ekspedisi.

- SSP lembar ke 2 dan Pbk yang telah diterima diteruskan ke petugas tabelaris untuk
disortir menurut SSP WP besar PPH pasal 25 yang diawasi, SSP WP eksemsi
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(pengecualian) dan SSP lainnya serta menurut NPWP dengan memperhatikan
identitas / NPWPnya dan jumlah setoran pajaknya.
- Kemudian SSP ini dilanjutkan ke petugas tahun berjalan untuk digabungkan dan
disimpan dengan berkas lainnya untuk diberkaskan.
Dari uraian pencatatan SSP lembar kedua diatas akan tampak bagan sebagai
berikut :

Gambar 4. Bagan Prosedur Pencatatan SSP Lembar Kedua

WP | KPKPN | Petugas Register | Petugas Tabelaris
Petugas Berkas tahun
Berjalan
Keterangan :

Arus dokumen - —p
Arus dokumen kembali : »
Sumber data : Kantor Pelayana Pajak (KPP) Jember

4.3 Aktivitas Yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata
4.3.1 Membantu Mengisi Tabelaris

Tabelaris digunakan untuk mempermudah mengadministrasian pembayaran
untuk setiap SPT atau SSP. Dalam pencatatan tabelaris ditulis tanggal pembayaran
atau tanggal setor dan jumlah nominal (rupiah) dengan mengunakan alat tulis yang
mudah dihapus. Laporan akan direkap setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui
apakah timbul STP (Surat Tunggakan Pajak). Cara pengisian tabelaris adalah sebagai
berikut :
- Kolom ke 1  : Berisikan nomor urut SSP.
-Kolomke 2 : Berisikan identitas dari WP antara lain : NPWP (Nomor Pokok

Wajib Pajak), nama Wajib Pajak dan alamat Wajib Pajak.
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-Kolomke 3 : Tahun Pajak.

-Kolomke 4 : Angsuran yang harus dibayar.

- Kolom ke 5 / kolom ke 6 / kolom ke 7 : Berisikan bulan terjadinya pembayaran
untuk bulan Januari, Februari, Maret serta jumlah pembayaran serta
sangsi yang dikenakan untuk keterlambatan pembayaran /
penyetoran.

-Kolom ke 8 : Mengenai Surat Tunggakan Pajak apabila WP tidak membayar Pajak
yang terhutang berisikan Tanggal Pembayaran, No STP dan jumlah
rupiah.

- Untuk kolom seterusnya sama dengan yang diatas kecuali pada kolom ke 21 yang
berisi mengenahi pasal 29 yang terdiri dari tanggal pembayaran

jumlah rupiah dan kolom ke 22 berisikan mengenahi keterangan.

Formulir dan contoh pengisian yang dapat dilihat pada lampiran 7.

4.3.2 Membantu Mengisi Batch Header

Sebelum mengisi batch header SPT disortir terlebih dahulu menurut jenis
pajak penghasilan dan wilayah Kantor Pelayanan Pajak, apakah termasuk kirim atau
tidak. Kemudian dibuat batch dengan mengelompokkan SPT Masa dalam suatu map

(max 25 lembar dalam suatu batch). Untuk membuat Batch Header menggunakan

formulir Ps.PPh-4.3. Batch Header digunakan untuk mempermudah pengelompokan

dalam arsip. Cara pengisian Batch Header sebagai berikut :

- Mengisi SHR (Surat harian) -KPKN yang diisi kode nomor dari SPS (08.01).

- Mengisi tanggal dari pengiriman keluar.

- Nomor urut Batch diisi sesuai jumlah bendelan SSp.

- Formulir apakah SSP termasuk umum (1) kirim (2), jika WP berada di wilayah
Jember atau bondawoso termasuk umum sedang diluar daerah tersebut termasuk
kirim.

- Kode jenis pajak setoran ini dapat dilihat pada belakang lembar SSP.

- Jumlah lembar SSP ini diisikan berdasarkan jumlah SSP pada setiap batch.

- Jumlah pembayaran diisi hasil perhitunga (mengetel) jumlah pembauaran pada SSP

secara keseluruan.
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4.3.3 Membantu Mengisi Nota Perhitungan

Nota perhitungan diterbitkan jika ada WP yang mengajukan surat

permohonan untuk mengetahui apakah pajak yang dibayar atau dilaporkan telah

sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh petugas verifikasi (fiskus) atau telah

memenuhi syarat materiil. Adapu formulir yang digunakan adalah KP.PPh.O/B/NP-

95. Cara pengisian Nota Penghasilan

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7
Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10

Kolom 11
Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14

. Peredaran / jumlah usaha yang beredar diperoleh dari penghasilan

bruto dikurangi pengembalian barang selama masa pajak.

: Harga Pokok Penjualan merupakan harga pokok untuk setiap usaha

selama masa pajak

: Laba perusahaan / penghasilan bruto diperoleh dari pengurangan

peredaran usaha dengan harga pokok.

: Untuk WP Badan Biaya perusahaan, sedang untuk perorangan biaya

jabatan / iuran pensiunan dan iuran pensiun THT.

: Penghasilan Netto (kolom 3 - kolom 4).
: Jika ada penghasilan luar negeri diisi, bila tidak dikosongi.
: Penghasilan Netto (kolom 5 + kolom 6).

- - Kompensasi kerugian.

- Untuk WP orang pribadi dikenakan PTKP (Penghasilan Tidak Kena
Pajak)

: Penghasilan Kena Pajak (kolom 7 — kolom 8).
: Pajak yang terhutang diperoleh dari Pajak Penghasilan yang

dikenakan dikalikan tarip pajak penghasilan (sesuai pasal 17).

: Kredit pajak, untuk PPh Badan dikosongi.
- a. Dipungut sendiri oleh pihak lain untuk PPh pasal 25 dikosongi.

b. Dibayar sendiri untu pasal 25.

: Diisi jika terjadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil sesuai sangsi

yang dikenakan serta penjumlahan dari sangsi administrasi.

: Jumlah yang harus dibayar (kolom 12 — kolom 13) dan jumlah rupiah

ditulis secara nominal pada kolom yang ada di bawahnya.

Dari pengisian nota penghasilan selanjutnya akan diteliti, ditetapkan, dan

disetujui oleh petugas / pegawai yang berwenang.
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4.3.4 Membantu Mengisi Laporan Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Pajak
Bagi WP yang tidak pernah pernah membayar pajak karena bangkrut atau

sudah kadaluwarsa akan diajukan penelitian administrasi perpajakannya. Dalam

melaporkan hasil penelitian usulan penghapusan pajak digunakan formulir KP.RIPA

4.26. Cara pengisian Laporan Hasil penelitian Administrasi adalah sebagai berikut :

- Nomor Laporan

- Tanggal dibuatnya laporan hasil penelitian.

1. Data mengenai Wajib Pajak / Pemungut Pajak

- NPWP diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak
- Alamat Wajib Pajak
- Jenis Usaha diisi
- Merek Usaha : merek dari barang yang dihasilkan.
2. Data mengenahi tunggakan pajak berisikan :
- Nomor urut yang sesuai dengan urutan usulan yang diajukan
- Jenis Pajak Penghasilan untuk PPh Perorangan atau PPh Badan
- Nomor dikeluarkannya SPT / Surat Ketetapan Pajak / Surat Ketetapan
Pembayaran terakhir.

3. Data tagihan berisikan tanggal dimana dikeluarkannya surat yang terakhir dari surat
penundaan pembayaran, surat keberatan pembayaran, surat teguran, surat paksa,
surat sita dan lelang.

4. Kesimpulan diisi dari laporan hasi penelitian administrasi piutang pajak yang sudah
kadaluwarsa diusulkan untuk dihapus dari administrasi perpajakan.

Hasil pengisian ini kemidian diberikan pada tata usaha piutang pajak untuk
diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk disetujui penghapusannya.
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Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Jember, khususnya mengenai Pelaksanaan Administrasi

Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan yang dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan administrasi pembayaran pajak yang dilaksanakan pada Kantor
pelayanan Pajak Jember menggunakan komputer sebagai alat bantu
mempermudah pengawasan terhadap pelaporan SSP untuk pembayaran pajak
yang terhutang.

2. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dilakukan pada Bank-
bank yang ditunjuk oleh pemerintah (bank progresif) atau pada Pos dan Giro
dengan membawa Lembar SSP.

3. Sedang pelaksanaan pelaporan pajak terhutang yang telah dibayar dilakukan pada
TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) pada Kantor Pelayanan Pajak dengan
membawa SSP lembar ke 3 yang dilampiri lembar ke 1.

4. Untuk SSP lembar ke 2 dan buku pemindahbukuan (PBKk) ditatausahakan dalam
buku register penerimaan / rektur pembetulan SSP yang terlebih dahulu disortir
dan ditatausahakan lebih lanjut ke petugas register dan petugas tabelaris.

5. Dalam pengawasan terhadap Wajib Pajak yang terlambat membayar, maka
dilakukan pemeriksaan melalui buku tabelaris setiap tiga bulan sekali.

6. Bagi Wajib Pajak yang tidak pernah melaporkan kewajibannya untuk pembayaran
pajak dikarenakan bangkrut atau bubar maka bias diajukan diadakan penghapusan
oleh petugas dari Seksi Penagihan.

34


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan , Z . 1993. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode.

Yogyakarta : BPFE.

Boediono , B . 1997 . Pemungutan Pajak PPh finansial. Dalam Berita Pajak. (1
April). No. 1344. Jakarta : halaman 46 — 48.

Mardiasmo . 1997 Perpajakan . Yogyakarta. Andi

Silalahi , U . 1992 . Studi Tentang llmu Administrasi. Bandung. Sinar Baru.

Soe mitro, Prof. Dr. SH, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT, Cetakan 11, 1986.6.

Eresco

35


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN I
NTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor :
Tanggal :
ma : N.P.W.P
mat ; No. P.K.P
Ms/Thn pajak :
is Pajak:
TEMPAT PELAYANAN TERPADU Uraian Prf/ Tg Uraian Prf/ T
Uraian PrfiTg Diteruskan ke PENYIDIKAN
rat diterima ;1. langsting’ e s O S s cae?, - Bt RN . g 1. Diberitahukan kepenuntut umum | ..........
2. melalui pos |............ Z2eDiterima Sekeli” W i 2eRanyidilkant ey SEsiac Sa b logl o
3. Selesai diproses ........... 3. Selesaidisidk - - - .. .
4. Disampaikan kepenuntut umum | ...
PENETAPAN
SEKSI TERKAIT PENGELOLAAN
: SPT. Tahunan PPh / masa PPN [t.sTP |
raian Prf/T
g VP STen Pr/Tg e SUCHIBE NI o St Wil
ruskan ke : : ARSI i S, e AT
LR me L | PENGOLAHAN SPT PPRKPKETS - - )
MdtimaSeksi- - 7. 1.Dicatatpada 1Q-1 ... SR DL BN s )
plesaidiproses & |8 SelamidbEgt - 20 0\ L@
ruskan ke : 3. Selesai direkam | BESTITUSI
L e B e Sy 4.Dicatatpada 1Q-2 | EERWKCER. o bl e
iterima Seksi | PEMERIKSAAN REALLLITSNE T RS TR
Blesaidiproses: WL o RENONRD < 8 oY) N PENGARSIPAN
ruskan ke : 7.Sederhana : 1. Dimasukkan keinduk berkas | ...
kg kR | 1) G N 7 1 eRangank - e S E L eDieruskan kg (8 |
maseei - |\ ... A A Nl D 0o e | BESNSTINSNRT S
RReeme, o R Y Lo 3.Diterima kembali |

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK
DL & G Facsimiie :

BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomor
a N.P.W.P
it No. PK.P
Ms/Thn Pajak :

Pajak :
)IP 3.16 - 96
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EAMPTIRAN /IT

% DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ( S SP) Untuk Arsip WP
/P G oo N B R e e ) R Y R

suai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

AP s s B At G L M e T Y
IMIATY 1o n AR s R TR e R IR R s el
>/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

o e

......................................................................
.......................................................................

.......................................................................

Masa Pajak Tahun
Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des ,
Diisi tahun terutangnya pajak
da silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan .

rstampen RN | | 0 NERON 18 LA Pl | (7] |8

suai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

ah Pembayaran Tcrbllang B a0 W a3 s old s s STV T D SRR, < o o/s1s o aro atmiutornh M aTv s 5 mie s .6 sia s 5 510in
ngan rupiah penuh
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
TANZEAY «ooviiotBactos Bheesovginses sovssnpeset LBL oisinvevisscs
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
L P e A e PARIDE JERE & .. isiavriirss ivinsipaiosnsnsnasinsnbrisss sstny

1g Validasi Kantor Penerima Pembayaran

—

uai buku petunjuk pengisian

32.01
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LAMPIRAN I1

‘ DEPARTEMEN KEUANGANR.I | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 2

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK S SP :

( Untuk KPP melalui KPKN
Eead s SRNESE R L eI EES
esuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
o R R e R SRR S R 1 i Sl
AMAT e o T e 8 B BRI T S e ey
P/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
Masa Pajak Tahun
Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul Ags | Sep | Okt | Nop | Des , , , l l
Diisi tahun terutangnya pajak
nda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
or Ketetapan  : | B ANSERGEE S e
suai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT e
ah Pembayaran Terbilang .....................................................................
engan rupiah penuh
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
b Rt © SR B NS B 1 PR
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

L ey T B R LR e svessrasaansassas .

g Validasi Kantor Penerima Pembayaran

e

i buku petunjuk pengisian

2.01
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LAMPTRAN-TI

@ DEPARTEMEN KEUANGANR.I | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S SP) Urituk dllsglorien
......................... 3 oleh WP ke KPP

et o 8. T L O B el B S e L P T O

esuai z'iengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

L R T e S O e RS SRR R i T T L S SRy
AMAT T T PR el e R R e S T S e DS e Sl S e 5 v
P/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
Masa Pajak Tahun
Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des I I
Diisi tahun terutangnya pajak
anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan &
cketeumen W) ) L SRR [ L | Aell] L1/ B
sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT i
lah Pembayaran Terbilang BN« < ='hs it oo natelb A e B olere e s Te el e 95w i 5 5 A b B o s e eihie e o e e ale i
dengan rupiah penuh
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
TANGER) oo ous Tl hvinasssns 5 S5 s 0saghessssssnssatisas b8l cocnonsssins
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

R R R PRIRRE JEMOES o s ioascininsnniinscsnsoton Babiins sl san e
ng Validasi Kantor Penerima Pembayaran

uai buku petunjuk pengisian

201
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LAMPIRANIT

! /) DEPARTEMEN KEUANGANR.I | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 4
%/ DIR :KTORAT JENDERAL PAJAK
’/ KANTOR PELAYANAN PAJAK
(S SP) Untuk Bank Persepsi/
....................................... ‘ Kantor Pos & Giro

oo 00 0 TR N P S O S e

| sesuai Jengau Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

W SRR Ly S e R e et T ) AR S R S
LAMAT R T P I 2 & vy &SR LB Lk Wi B s TR P 25T Lin A5 40 Skl mosaly 23
AP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

L L[] |

......................................................................

.......................................................................

Masa Pajak Tahun
n | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des I
Diisi tahun terutangnya pajak
tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan =
esorKetetopan BN | | | |NERIAL 4 of 4/ |74 | |/|/F |
i sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
mlah Pembayaran Terbllang PRSP AR ot gt o APPSR e N e
i dengan rupiah penuh
e RN e T R E . -« < i e R R s Heo e ¢ vison by f 4 v s et and Sk el
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanpgall, oo Ac..o o0 080 - RN R R, T B0 s e
Cap dan tanda tangan _Cap dan randa tangan
BRI IBION & ... e aierisnatasianansis S bseired sassasasanssere Nama Jelas : ...... T T R R T essssesnasens
1ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian

.0.32.01
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EAMRIRAN II

DEPARTEMEN KEUANGANR.I | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 5

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK SSP d &

( Untuk Arsip Wajib Pungut

....................................... ; atau pihak lain
e e e L R L ]
| sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
e e (L 2N e SN S L e
AMAT e LRI e A S R SR c T e N RO e ) 2
AP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

Masa Pajak Tahun
1 | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul Ags | Sep | Okt | Nop | Des l I I l
Diisi tahun terutangnya pajak
tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan TR
ockagtopsn Y || | SR Lo v [ TPl |k B
sesuai Nomor t ctetapan : STP, SKPKB, SKPKBT =
1lah Pembayaran Terbilang .....................................................................
dengan rupiah penuh
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
TRagERl . TR i LR RS oy s, matal s

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

anaJelas 1 n s ey R e e Diaas Joli £ st e R

ng Validasi Kantor Penerima Pembayaran

®escvcscsessnnse

_—

uai buku petunjuk pengisian

32.01
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EPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :
{ANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

BATCH - HEADER

S U B MENU (K)

1 R - KPKN SERY .~

L. KK. 26 5" .

IMOR BATCH ; I l l |

RMULIR SSP - | |

DE JENIS PAJAK . L

DE JENIS SETORAN : l l I l
MLAH SSP : I | I |

MLAH PEMBAYARAN : Rp

LAMPIRAN Z

(1= UMUM, 2 = FINAL)

..........

JUAN SSP : KPP SENDIRI : SPH KIRIM

). URUT KEGIATAN TANGGAL NAMA PARAF KETERANGA
1. BATCHING
-4 KEYED IN

3. REVISION

P
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ] DURNIF tMINDAHBUK"AN
KANTOR PELAYANAN PAJAK LEMBAR 1
Untuk Wajib Pajak -
............................. No.Pbk. MPJ. kP 19
. [] Permohonan wp [ skkep
Pemindahbukuan dilakukan berdasarkan *) :
D Penghitungan Lebih Bayar : D .................
o IR R I S s IR
Dari
R L ey DR i e S
Alamat N e L
NPWP R e o,
Jenis Pajak R i, Kode Jenis Pajak : D:Dj
Masa/Tahun SN S i R S
STP/SKP/SKPT **) Nomor N Bl e SR SR o Kode Jenis Setoran : D
Kepada
SR ST T ) o e, A
Alamat b B R . § L Y L 4
NPWP NI SO e, &
Jenis Pajak - St RN Kode Jenis Pajak  : [T | ] ]
Masa/Tahun LT NS S S e
STP/SKP/SKPT **) Nomor G PO RS Kode Jenis Setoran : D

.........................

Berlaku sejak
Jumlah pemindahbukuan

dengan huruf

tanda X pada kotak yang sesuai
t yang tidak perlu

.3
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PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN (KP PDIP 5.3)

1. Formulir ini diisi sebagai bukti telah dilakukan pemindahbukuan (pbk) baik karena
adanya kelebihan pembayaran pajak dan perhitungan dengan hutang pajak yang lain
maupun dalam rangka pembetulan SSP.

2. Penjelasan pengisiannya :
2.1. Nomor
2.2. Dasar Pbk
23. Nama Wp
24. Alamat Wp
25. Jenis Pajak/kode
2.6. Masa/Tahun Pajak
2.7. STP/SKP/SKPT Nomor :
2.8. Kode Jenis Setoran
2.9. Berlaku Sejak
2.10. Jumlah Pemindah-

bukuan
3. Lain-lain

terdiri dari :
- Tulisan “Pbk”
- Nomor Urut, sesuai Buku Pbk
- Bulan Pembukuan (angka Romawi)
- Nomor Wilayah Pajak
- Nomor Seksi pada KPP
- Tahun Penerbitan Bukti Pbk
contoh : Pbk-01/IV/WP].01/KP.1006/1990
beri tanda “x” pada kotak yang sesuai dan untuk
kotak ke empat, tuliskan juga nama dokumennya.
isi nama Wp darimana/kemana dilakukan pe-
mindahbukuan.
diisi alamat Wp tersebut di atas. :
diisi Jenis Pajak dan kode-nya (lihat SSP/KP PDIP
5.1) %
contoh : PPh Ps.25 / 0115
PPN DN / 0121
khusus PLB/SKKPP No...../ 0139
diisi Masa/Tahun Pajak terhutang
contoh : Masa  April 1989
Ketetapan 1989
PLB 1989
diisi nomor STP/SKP/SKPT (untuk pemindah-
bukuan DARI atau KE STP/SKP/SKPT).
diisi kode Jenis Setoran (sesuai SSP/KP PDIP 5.1

huruf G);

contoh : Masa 1
- | 4 4

khusus P L B 0

diisi tanggal berlakunya pemindahbukuan.
diisi jumlah pajak yang dipindahbukukan.
Bukti Pbk ini ditandatangani oleh Kepala KPP;

dalam hal pemindahbukuan ke PLB ditandatangani
oleh “Kasi Penerimaan".
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LAMPIRAN 5

oo | BUKT] PEMINDAHBUKUAN e
PR ATV - s Untuk KantO( Pelgjgnaanéjak [

No. Pbk, / MWPJ. /KP n9

.............................

‘ | ~ [] Permohonanwp [J skxkep
Pemindahbukuan dilakukan berdasarkan *): :
: D Penghitungan Lebih Bayar D ................ 5
Nomor St L 1l R e e

Dari -

Nama PR o e SR iy S, SO LT

Alamat 7 I AT T SR e, By, e

NPWP S a e 0 a e e GRS & T R e S ahekers ae s

Jenis Pajak omes SR F W TR e Kode Jenis Pajak  : E[:[:[:l

Masa/Tahun e N B e T W

STP/SKP/SKPT **) Nomor ) TP e e e, Kode Jenis Setoran : ’D
Kepada

Nama S0 o T R RS ECATS RS . [ o, S

Alarat o NS s L R R T SR S

NPWP e e TROROESh SeiFe T BT D GRS,

Jenis Pajak TR S BACERR Kode Jenis Pajak  : [ ] | ] |

Masa/Tahun S SRS o N Ialers et 4w e s e AT

STI/SKP/SKPT **) Nomor N N st Lo w5 50 0 Th b e e S g Kode Jenis Setoran : D
Berlaku sejak A AT O et U BT e 8 e T
Jumlah pemindahbukuan A R e L, . e

dengan huruf S g% S N e RS SR o T

‘tanda X pada kotak yang sesuai
et yang tidak perlu

5.3
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"DEPARTEMEN KEUANGAN @ |
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK -
KANTOR PELAYANAN PAJAK .+

BUKTI PEMINDAHBUKUAR

LAMPIRAN 5

No.Pbk. /  MPJ.

/KP

g dr ey

n9

LEMBAR

Arsip

mindahbukuan dilakukan berdasarkan

ri
Nama
- -Alamat
NPWP
‘Jenis Pajak
Masa/Tahun
STP/SKP/SKPT **) Nomor

..........................

pada
"Nama
Alamat
NPWP
Jenis Pajak
Masa/T ahun
STP/SKP/SKPT **) Nomor

raku sejék
mlah pemindahbukuan

dengan huruf

E D Permohonan WP -
'): : s o o i
fafet D Penghitungan Lebih Bayar

...........................................

Vale T e oa e ssed st vodVacadlenesan s e os tisen v’

e

..........................
..........................

..............................................

...........................

..............................

...............................

.................................................

...........................

KANTOR PELAYANAN
FAJAK JEMBER

_ Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Séto;én .

ja X pada kotak yang sesuai
ing tidak perlu
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

LAMPIRAN 6

NOMOR e o R R R
LAMPIRAN
POKOK Pemberitahuan tentang besarnya Kepada Yth
angsuran Pajak Penghasilan
CERRINGE BN o i
§s R S e S R L N S
Di JEMBER
1. Angsuran Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25) setiap bulan tahun ... . ... berdasarkan SPT PPh tahun
........... /Ketetapan PPh tahun . ... ..... adalah : AR kb VRS A
2. Sesuai dengan :
X) D Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Penghasilan tahun . .. . yang diterbitkanbulan .......... ...
tahun ... 0
X) D Surat keputusan Pengurangan atas keberatan dari ketetapan yang menjadi dasar penghitungan
angsuran Pajak Penghasilan bulan ......... ... ahunioh. L
3. Maka jumlah Pajak yang terhutang yang dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan angsuran PPh Pasal
25.hud ... ... adalah sebagai berikut :
Penghasilan Kena Pajak Rt St )
PPh Yang Terhutang (Pokok Pajak) RN .
Dikurangi pembayaran melalui pihak ketiga :
- PPh Pasal 21 =R s
- PPh Pasal 22 SRR s e
- PPh Pasal 23/26 SR o el Wt
e
BP. Lol B
Angsuran PPh Pasal 25 = -
/12 3R s B e O = RO Lot a)
Dengan adanya ketetapan/keputusan tersebut diatas, maka jumlah angsuran Pajak Penghasilan
(PPh Pasal 25) yang harus saudara setorkan setiap bulan mulai bulan .................
adalhRp: ot ol e
b S L )
Jumlah angsuran PPh Pasal 25 tersebut akan berubah apabila SPT PPh Tahunan yang akan datang
menunjukan bahwa jumlah PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri lebih besar dari yang tersebut
pada huruf a)
4. Pemberitahuan ini dikeluarkan untuk memudahkan saudara dalam menghitung dan menyetor angsuran Pajak
Penghasilan yang terhutang (PPh Pasal 25) sehingga dihindarkan dari penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
dengan sanksinya.
A.n. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR
Lembar ke-1 :  untuk wajib pajak
Lembar ke-2 :  untuk pengawasan pembayaran ( )
Lembar ke-3 :  untuk berkas wajib pajak NIP.
Lembarke-d : untuk arsip
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

LEMBAR PERHITUNGAN

PPh PASAL 25

LAMPIRAN 6

STP (SURAT TAGIHAN PAJA

"MASA PAJAK :
NAMA WAJIB PAJAK

.............................................................................................................................. TAHUN ..

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

USAHA : !
NPWP -
ALAMAT

URAIAN
1. Berdasarkan KP. PPh 16 A tanggal

...........................................................................................................................

ternyata dalam masa pajak tersebut diatas, WP lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pas

9 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (8) huruf a dan huruf b UU No. 9/1994.

2. Sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 9/1994, atas kelalaian tersebut, dikeluarkan STP dengan perhitunge

sebagai berikut :

DATA Pembayaran angsuran Cfm Buku Tabelaris/KPP/KPL :

Angsuran P.Ph.
Masa Tanggal Tanggal
Pajak Yang harus Telah Kurang Pembayaran Dilaporkan
dibayar Rp. dibayar Rp. dibayar Rp.
1 2 3 4 5 6
Jumlah
PENGHITUNGAN :
- Angsuran P.Ph Yang harus dibayar (kolom 2) 5 = RO s
Yang sudah dibayar (kolom 3) SRinlel e e e
Yang masih harus dibayar (kolom 4) o )T P R M e (2
Sanksi Bunga/Denda UU No. 6/1983 -
SO s TR T S - S N | . X Rp. 25.000,- S SR o e S
Pasal 19 (1)
- Kurang bayar/
BetlaRibat bavars ...k I oyl L X Rp e e T = D R s
..................... i, & S T e B v o e
..................... S ot AR, QT e T S e R R Rt L R S e | R
..................... AR RN o T S Rt R S e e M Y
..................... Gt ssts s e R e RPN o R B R e e
..................... s ey GRS = v R e R R e Uy o
........................................... (b
Pajak yang masih harus dibayar (a + b ) =CRDL SR e
DIPERIKSA DISETUJUI/DITETAPKAN sembarireie b s el
KASUBSI PPM. PPH BADAN AN. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER Penghitung,
KEPALA SEKSI PPH. BADAN
e i ) N e e ) e e e U )
NIP. NIP. "NIP.
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-%am LAMPIRAN 7

DEPARTEMEN PENDIDIKANNASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

JI. Jawa (Tegalboto) No. 17 Kotk Pos 125 - ® Dekan (0331) 332150 (Fax.) - 'I'.U‘.33379‘)()
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jatim

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada

; yd/é /125.1.4/P 6/ rze0’ Jember, 28 Nopember 2001

. Kesediaan Menjadi Tempat PKN
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ

- Yth. _Pimpinan

Kantor Pelayanan Pajak
di-

Jembwer

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi, persyaratan kelulusan
dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma 111 Ekonomi para mahasiswa
diwajibkan melaksanakan Praktck Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk

menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiwa yang akan melaksanakan kegiatan
tersebut adalah :

No. Nama NIM Bidang Studi

1. BUDI WIYON 298-1398 | Adm. Peruseshean
2o MOCH. AGUS DWI HARIYADI| 98-1353 | Adm. Perusahsan
Bs cUNADI 98-1413 | Adm. Perusahaan
4, KUKUH WALUYO UTOMO 98-1379 | Adm. Perusahaan

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

Januari s/d Februari 2002

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan
persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.
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LANELIRAN &

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBEIK INDONS)A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAR
KANWIL IX DJP JAWA TIMUR
IWANTOR P‘ ELAYANAN PAJAK JER B ‘
JL KH.Wahid Easyim No, 1 ( Kotak Pos 78 - Telp. (1331) 487567 - 487845 Jags'sr - 20407
 omepage DIV : bty < // www.palub, go.td
Nomor LS AR G/ P TGLH/200] L e T R (0
L5 FEL
Sitat -
Lampuzn -
Pertha:
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jemiber
JI. Jawa (Tegal Boio} No. 17

Jember

Menunjuk surat Saudara Nomor : 4076/J25.1.4/P 62001 tanggal 28 Nopember 2001
perthal tersebut pada pokok surat, densan ini kami dapat menerima Mahasiswa Diploma 1
Ekenomi UNEJ wang ukan mielaksanakan PKN pada Kantor Pelavanan Ya yak Jemher,

Adapun pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang saudara rencanakan yaihre bulan Yanvar
s/d Februari 2002.

Perlu diketahui bahwa segala prasarana yang diperhitan wnl ereaeksaeli o PON el
menjach fangpunpan saudara.

Cenmkian uniuk diketahui,

o Pig, SURY A, Mh
' TONIP. 050049793
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIRERKTORALJENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII DJP JAWA BAGIAN TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

Jalan. KH. Wahid Hasyim No.1 Telepon : 0331 - 486355
Jember 68137 Teleks :
Kotak Pos 78 . Faksimile

: 0331 - 486344

28 Februari 2002

SURAT KETERANGAN

NOKET...\% .. /WPy 12/ K%P.1001 / 2002

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Hasannul Arifin, Ak

Nip 1 060062671

Pangkat / Golongan - Pembina /IV a

Jabatan - Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MOCHAMAD AGUS DWI HARIYADI
Nim : 198 - 1353

(Mahasiswa Diploma III F akultas Ekonomi Uniy. Jember)
Sejak tanggal 1 Februari 2002 sampai dengan 28 Februari 2002 telah mengikuti program

P.iaktek Kerja Nyata (PKN) di KPP Jember dengan hasil baik.

Demikian untuk menjadi maklum.
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UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS - EKONOMI

KARTU KONSULTASI

ki m

lL’;}"rEé'-’aflﬁi@ JEMBER

BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

Nama

Nomor Mahasiswa . .980803101353

Program Pendidikan . ..D3 EKONOMI

Program Studi

Judul Laporan

Pembimbing RS Hrin . Mbares. ... W
Tgl. Persetujuan G Pl TR R R PTG R 0 ... s/d.
......................................................................................................... 19.....

No. K;:::“;Ti Masalah‘yang dibicarakan T:::vabi:ra\tr)‘i?\zn
I A2 ZE T /.
2 S — ey T
5 B L ¥
4 e [T . ‘ S
S PRl T 5 A P
6 SRS g i 6 " —
1| AL on P 2 g/
8 = TR P 8 y—
9 i, A - T 902~ :
10 T 10 f-
11 PUSEEEI SN 1 @~ !
12 e e
13 | o2 Jottogionn  [oporiom oo oot | 13 f~
14 14 / al 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24

24



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

